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BAB II

KONSEP WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

DANUU NO. 41 TAHUN 2004

A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian wakaf

Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum

Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan

pada umumnya dan perwakafan tanah tanah pada khususnya, tidak mungkin

untuk melepaskan diri dari pembicaraan tenrtang konsepsi wakaf menurut

hukum Islam. Kesepakatan ulama (ijma’) menerima wakaf sebagai satu

amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat

menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam. Wakaf telah menjadi

amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi

dan kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang.1

Kata wakaf diambil dari kata “waqafa – waqfan - wawuquufan”,

menurut bahasa berarti menahan atau berhenti2. Kata wakaf sendiri berasal

dari kata kerja “ waqafa “ (fiil madi) yaqifu “fiil mudari “ waqfan “ (isim

masdar) . Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah : menahan harta

1 Ismail A. Said, The Power of Wakaf, Dompet Dhuafa, jakarta, 2013, hal 5
2“Al-MunawirKamus  Arab – Indonesia Terlengkap” Surabaya, Pustaka Progressif, 1997 hal. 1576
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yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan

bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. 3

Dalam kamus Arab-melayu yang disusun oleh Muhammad

Fadlullah dan B Th Brondgeest yang dikutip oleh Rachmadi Usman,4

dinyatakan bahwa wakfa menurut bahasa Arab berarti al-habsu, yang

berasal dari kata habasa, yahbisu, habsan , menjauhkan orang dari sesuatu

atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi  habbasa dan

berarti mewakfakan harta karena Allah.

Adapun menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta

yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan

Allah swt. Dalam definisi lain Wakaf mempunyai arti menahan suatu benda

yang kekal djatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan dijalan

kebaikan.5

Dengan demikian yang dimaksud dengan wakaf adalah

menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk

kemaslahatan umum . Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik

Allah dan oleh sebab itu persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat

dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan (immobilijed) dan

tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan pemindahan. Selanjutnya wakaf

tersebut tidak dapat diakhiri ia milik Allah dan haruslah diabadikan. Sesuai

3 Adijani al Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia, dalam teori dan praktek, Jakarta Raja Grafindo
Persada, 2004, hlm 25

4 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 hal 51
5 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo,  Bandung, 2006, hal 339
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dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu. Keabadaian

mana dijamin dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu

telah berpindah milik ke tangan tuhan yang maha kuasa karenanya harta

yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai dengan arti biarpun

faedah harta itu diambil tubuh benda itu masih tetap ada.6

2. Landasan dan Dasar Hukum Wakaf

Menurut Imam Syafi’i, Imam Malik Dan Imam ahmad wakaf itu

suatu ibadah yang disyariatkan dan bahkan hukumnya sunah . ini didasarkan

dari pengertian-pengertian umum ayat-ayat al qur’an maupun beberapa

hadis yang secara khusus berhubungan dengan perintah melaksanakan

wakaf di masa Rasulullah.7

Adapun Dasar hukum disyari’atkannya wakaf dalam Islam dapat

ditemukan pada ayat-ayat Al Qur’an maupun Hadits Nabi.8 Sebenarnya

banyak ayat yang secara umum menjelaskan tentang shadaqah maupun

infak akan tetapi dalam kitab-kitab mu’tabar yang secara spesifik

dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam merinci pembahasan tentang

wakaf adalah sebagai berikut :

a. Surat Ali Imran ayat 92,



6 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal53
7 ibid , hal 55
8 Amirudin Darori (ketua tim), Wakaf for Beginner , Direktorat Pemberdayaan wakaf, Dirjen

Bimas Islam , Kemenag RI, 2010, hal 27
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





“ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa
saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat ini dipergunakan sebagai dasar hukum wakaf sebagaimana

disebutkan oleh Imam Bukhari menurut hadits yang diriwayatkan dari Anas

berkata : bahwasanya Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang kaya di

Madinah. Dan satu-satunya harta yang paling dicintainya adalah “bairoha”

(sebuah kebun korma di dekat Masjid Nabawi) yang menghadap ke masjid.

Dan Rasulullah memasuki dan minum air di dalamnya yang baik itu. Ketika

diturunkan ayat Al Qur’an ini

Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah seraya berkata :

“Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya : “Kamu sekalian

tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian

harta yang kamu cintai”. Dan sungguh harta yang paling kucintai adalah

“Bairoha”, dan ia kujadikan shodaqoh karena Allah. Maka berbuatlah ya

Rasulullah menurut kehendakmu”. Kemudian Rasulullah bersabda : “Bakh”

(bentuk kata untuk memuji atau menunjukkan kelegaan) itulah harta yang

berharga atau beruntung, itulah harta yang beruntung. Aku mendengar apa

yang kau ucapkan mengenai harta tersebut, dan aku berpendapat hendaknya

kau jadikannya untuk para keluarga (aqrobin).” Maka Abu Thalhah

membagikannya untuk para keluarga, dan anak-anak pamannya”. Ayat dan
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hadits ini adalah sebagai dasar dari adanya wakaf Dzurri atau Ahli. Adapun

pengertian lafadz “aqrobin” pada hadits tersebut terdapat beberapa

panafsiran, Imam Bukhori menafsirkan sebagai orang fakir dari ahli

keluarga. Sedangkan Muhammad bin Abdullah Al-Anshari mengatakan

bahwa kata “aqrobin” pada hadits tersebut adalah orang yang masih

mempunyai hubungan nasab walau bertemu pada tingkatan kakeknya kakek.

Sedang Imam Syafi’I mengkaitkan lafadz “aqrobin” pada hadits tersebut

dengan lafadz “aqrobin” pada surat Asy-Syu’araa’ ayat 214,” وأنذرعشیرتك الأ 

قربین ” Yaitu Bani Quraisy, Bani Ka’ab, Bani Murrah, Bani Abdi Syam,

Bani Abdul Manaf, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib kemudian juga

putra beliau Fatimah. Dengan dasar ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa

arah wakaf dzurri kepada “aqorib” maksudnya adalah orang yang

mempunyai titik temu nasab baik itu dekat ataupun jauh, muslim atau kafir,

kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, ahli waris maupun bukan, dan

mahram atau bukan.

b. Surat Al-Baqarah ayat 261,












“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
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yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah
melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang Dia Kehendaki.
Dan allah Maha Kuasa (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Al-kalabiy turunnya ayat tersebut berkaitan dengan

Utsman bin Affan dalam kasus ketika dia menghadap Rosulullah dan

berkata “saya memiliki perlengkapan yang dibutuhkan oleh orang lain” pada

saat perang Tabuk. Maka Utsman memberikan unta beserta pelana dan

perlengkapannya untuk keperluan kaum muslimin. Juga berkaitan dengan

peristiwa yang dialami oleh Abdurrahman bin ‘Auf ketika dia menghadap

pada Nabi sambil membawa empat ribu dirham sebagai sodaqoh, dan

berkata “ aku memiliki delapan ribu dirham, empat ribu diantaranya

kusimpan untuk keperluan keluarga dan selebihnya saya pinjamkan untuk

Tuhanku “. Menyikapi hal tersebut Nabi mengatakan “ Semoga Allah

memberkatimu pada apa yang kamu simpan dan yang kamu berikan. “ Ayat

tersebut dipergunakan pula oleh para fuqoha’ sebagai dasar pembahasan

wakaf.

3. Surah Al Baqoroh ayat 267
















Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
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Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

1. Surat An Nahl ayat 97









Artinya “ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami
beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan.

2. Surat Al Hajj ayat 77










Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Kemudian hadits-hadits yang memberikan isyarat kepada kita

untuk melaksanakan wakaf tersebut yaitu :
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1. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar , berkata bahwa sahabat
Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian
menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata :

إن أصبت أرضا بخیبر لم أصب مالاقط ھو أنفس عندى منھ فماتأمرنى بھ قالیارسول الله إنى
ورث شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا, قال فتصدق بھا عمر أنھ لایباع أصلھا ولا یتباع ولای

یل والضیف ولایوھب فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبیل الله وإبن السب
أكل منھا بالمعروف اویطعم صدیقا غیر متموّل فیھلاجناح على من ولیھا أن ی

Artinya: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar,
saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang
engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda : “bila kau suka, kau
tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya). Kemudian
Umar melakukan Shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga
dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : “Umar menyedekahkannya kepada
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan
tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengurus tanah wakaf itu
(pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau
memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

d. Hadits riwayat dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad telah

bersabda :

إذا مات الإنسان إنقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاریة او علم ینتفع بھ او ولد صالح یدعولھ

Artinya : “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya,
kecuali tiga perkara ; yaitu kecuali shadaqah jariyah, ilmu yang
dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya ”.

Syaikh Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani mengatakan bahwa

hadits ini diletakkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan

shadakah jariyah dengan wakaf. Imam Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq dan

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar juga mengemukakan pendapat yang

senada. Dari deskripsi ini dapat ditarik pengertian bahwa jumhur ulama
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mengartikan shadaqah jariyah yang dimaksudkan dalam hadits Abu

Hurairah tersebut sebagai wakaf.9

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam fiqh Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf yaitu :10

a. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya dan orang yang

sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan.

Adapun syarat wakif adalah11

1. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam

2. Kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa

b. Maukuf, yaitu sesuatu atau harta benda berharga, jelas keberadaannya, dan

dimiliki secara penuh oleh wakif sebelum diwakafkan.

Adapun syarat Maukuf adalah

1. Kekal djatnya. Berarti bila manfaatnya diambil barang itu tidak rusak

2. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya (bercampur dan tidak

dapat dipisahkan dari yang lain )

c. Maukuf ‘Alaihi, (pengelola/nadhir) yaitu ke mana suatu harta atau benda

akan diwakafkan.

9 Adijani al Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia, dalam teori dan praktek, Jakarta Raja Grafindo
Persada, 2004, hlm 27

10 Imam TaqiyuddinAbi Bakar Bin Muhammad al husaini, Kifayatul akhyar, Syirkah Nur Asia,
Tanpa tahun

11 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo,  Bandung, 2006,hal 341
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Dalam Bahasa lain Maukuf Alaih ini dikenal dengan tempat berwakaf (yang

berhak menerima hasil wakaf tersebut) kalau berwakaf kepada orang

tertentu orang yang berhak menerimanya hasil wakaf tersebut hendaknya

orang yang berhak memiliki sesuatu . Maka tidak sah berwakaf kepada anak

yang masih dalam kandungan ibunya, begitu juga kepada hamba sahaya.

Wakaf kepada umum . Berwakaf kepada umum dijalan kebajikan adalah sah

,bahkan inilah yang lebih penting misalnya kepada fakir miskin kepada

ulama murid murid, masjid-masjid, sekolah sekolah untuk membuat jalan

jembatan benteng dan kemaslahatan umum lainnya.

d. Shighat yaitu suatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari wakif

kepada maukuf alaihi yang berupa penegasan penyerahan ( ijab ) dan

penegasan penerimaan (qabul). Para ulama sepakat bahwa shighat cukup

dengan ijab saja jika wakaf kepada maukuf alaihi ghoiru muayyan.

Sedangkan golongan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sighat

wakaf sudah cukup dengan ijab saja meskipun pada wakaf untuk maukuf

alaihi muayyan. Menurut golongan Malikiyah, Syafiiyah dan sebagian

golongan Hanafiyah bahwa shighat wakaf harus terdiri dari ijab dan qabul

pada wakaf untuk maukuf alaihi muayyan.

Adapun Syarat-Syarat Wakaf adalah

1. Selama-lamanya, berarti tidak dibatasi dengan waktu. Maka jika seseorang

berkata, “saya wakafkan ini kepada fakir miskin  dalam masa satu tahun,”

wakaf semacam ini tidak sah karena tidak selamanya.
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2. Tunai dan tidak ada khiyar syarat, sebab wakfa itu maksudnya adalah

memindahkan milik pada waktu itu juga. Jika disyaratkan khiyar atau dia

berkatra, “ kalau si A datang, saya wakafkan ini kepada murid-murid” maka

wakaf semacam ini tidak sah karena tidak tunai. Kecuali kalau dihubungkan

dengan mati, umpamanya dia berkata, “ Saya wakafkan sawah saya sesudah

saya saya mati kepada ulama Jakarta,” naka lapadj  ini sah menjadi wasiat

bukan wakaf.

3. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan, klau dia berkata, “ Saya

wakafkan rumah ini ,” wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa

diwakafkannya.12

Apabila wakafnya itu sah, maka tempat berwakaf berhak

mengambil hasilnya, baik manfaat, seperti mendiami rumah, djat seperti

buah pohon yang diwakafkan, atau susu hewan yang diwakafkan, sewa

wakaf, dan sebagainya. Sungguhpun begitu, hendaklah diatur menurut

aturan (syarat-syarat) dari yang berwakaf, sama atau tidaknya yang

terdahulu dan yang terkemudian. Umpamanya dia berkata “ saya wakafkan

ini kepada anak-anak saya untuk laki-laki dua kali bagian perempuan, ,

penghasilan taun yang pertma untuk perempuan dan penghasilan tahun yang

kedua untuk laki-laki, anak saya yang miskin atau yang sekolah tinggi, dan

sebagainya’ Semua syarat itu wajib dilaksanakan . Umpamanya dia berkata

saya wakafkan ini pada pengurus Muhammadiyah , kemudian kepada

murid-murid. “ maka wakaf diberikan kepada pengurus Muhammadiyah

12 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo,  Bandung, 2006, hal 343
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selama pengurus itu masih ada, sedangkan murid-murid tidak

mendapatkannya. Pendek kata aturan orang yang berwakaf  itu wajib

dijalankan selama tidak melanggar hukum syara”

Kalau tidak ada aturan (syarat) dari yang berwakaf atau tidak diketahui,

hendaklah dibagi dengan seadil-adulnya, atau dengan perembukan anatara

beberapa orang yang berhak

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf apabila ditinjau dari peruntukannya dapat dibedakan

menjadi beberapa macam :13

a. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang pada awal pengikrarannya didasarkan

pada tujuan atau jalan kebaikan. Jenis wakaf ini seperti yang

diterangkan dalam Hadits Nabi Muhammad yang menceritakan

tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil

kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan

hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini

ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya, yang

mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan ummat

manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk

jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, kemanan maupun

kepentingan umum lainnya.Wakaf inilah yang merupakan salah satu

segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau ditinjau dari

13 Ismail A Said , The Power Of Wakaf hal 7
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aspek kemanfataannya, merupakan salah satu upaya sebagai saranan

pembangunan, baik pembangunan di bidang keagamaan, pendidikan

maupun bentuk-bentuk pembangunan lainnya. Dengan demikian, harta

yang diwakafkan tersebut benar-benar mamberikan manfaat bagi

kehidupan masyarakat secara luas,

b. Wakaf Ahli atau Dzurri, yaitu wakaf yang pada awal pengikrarannya

didasarkan pada tujuan kemanfaatan untuk diri sendiri (wakif) atau

untuk seseorang atau sekempok orang tertentu meskipun pada akhir

tujuan itu juga untuk jalan kebaikan. Seperti seseorang yang

bermaksud mewakafkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri

beserta anak-anaknya (keluarganya) kemudian setelah wakaf terhadap

keluarga terpenuhi baru untuk jalan kebaikan. Wakaf dzurri secara

hukum dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi dari Anas bin Malik

tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya

yang berbunyi :

’... أقاربھ ت وإنى ارى ان تجعلھا فى الأقربین فقسمھا أبوطلحة فىوقد سمعت ماقل
وفى بنى عمّھ ’

Artinya :Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya

berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga

terdekat”. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan

anak-anak pamannya.

Wakaf apabila ditinjau dari segi bendanya wakaf dapat dibedakan
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a. Wakaf ‘Iqar, yaitu wakaf harta milik tetap seperti tanah, rumah, dan

perkebunan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa wakaf ini dapat

dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abi

Thalhah.

b. Wakaf Manqul, yaitu wakaf berupa benda perlengkapan seperti peralatan

masjid dan peralatan perang sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin

‘Affan. Jumhur ulama sepakat dapat dilakukannya wakaf ini, hanya saja

ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya kelekatan benda tersebut dengan

harta milik tetap (wakaf ‘Iqar).

c. Wakaf Musya’, yaitu wakaf berupa benda milik umum atau musytarak.

Jumhur ulama membolehkan wakaf musya’ dengan syarat ada

kesepakatan dari orang-orang yang berserikat dalam kepemilikan kecuali

ulama Malikiyah.

d. Wakaf Haqqul Irtifaq, yaitu wakaf benda yang melekat pada benda lain

seperti atap rumah. Syafi’iyah dan Hanabilah membolehkan wakaf jenis

ini akan tetapi Hanafiyah tidak membolehkan kecuali memisahkan dulu

harta yang melekat tersebut dari benda yang dilekatinya.

e. Wakaf Iqtha’at, yaitu wakaf benda milik negara yang diwakafkan oleh

pejabat negara. Seperti seorang pejabat negara membuka tanah hutan

(ahya ardlol mauta) yang kemudian diwakafkan untuk kebaikan.

f. Wakaf Aradlil Hauz, yaitu tanah sitaan yang dikuasai oleh negara dari

sekelompok orang yang tidak mampu mengurusnya. Tanah sejenis ini
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jumhur mengataan tidak boleh diwakafkan karena tanah tersebut masih

belum lepas hak kepemilikannya dari pemilik asalnya.

g. Wakaf Irshad, yaitu wakaf yang dilakukan oleh pejabat pada tanah negara

untuk kepentingan umum seperti sekolah dan rumah sakit. Hal ini boleh

dilakukan akan tetapi tidak dalam pengertian wakaf yang hakiki.

h. Wakaf Marhun, yaitu mewakafkan harta yang masih dalam gadaian yang

dilakukan oleh pemilik. Jumhur ulama tidak membolehkan wakaf jenis

ini.

i. Wakaf ‘Ainul Muajjirah, yaitu wakaf tanah sewaan. Orang yang

mewakafkan tanah yang masih dalam sewaan menurut Hanafiyah,

Hanabilah dan Syafi’iyah menyatakan tidak boleh. Sedang Malikiyah

mengatakan boleh karena tidak mensyaratkan adanya muabbad dalam

wakaf.

Wakaf dilihat dari yang menerimanya/ maukuf ‘alaihi terbagi pada

dua macam :

1. Mu’ayyan ; maukuf ‘alaihi yang berbentuk perorangan atau individu

yang bisa terdiri dari satu orang dua orang atau sekelompok orang

2. Ghairu Mu’ayyan ; maukuf ‘alahi yang berbentuk kelompok atau

golongan tertentu seperti Fuqara’, Ulama, Qurra’, dan Mujahidin serta

maukuf ‘alaihi yang berbentuk institusi agama atau bentuk lainnya yang

mendukung pelaksanaan aktivitas keagamaan dan kepetingan umum

seperti Masjid, Ka’bah, tempat yang diwakafkan fakir miskin tanpa

kecuali, madrasah dan aktifitas mengkafani orang-orang yang telah
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meninggal dunia. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang

memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai

dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.14

Wakaf yang jelas syahnya yaitu kepada orang-orang yang telah ada

dan terus menerus tidak putus-putusnya. Adapun beberapa macam wakaf

yang dijelaskan dibawah ini adalah wakaf yang menjadi perselisihan antara

beberapa ulama tentang sah atau tidaknya15

1. Putus awalnya, seperti kata seseorang, “ Saya wakafkan ini kepada anak-

anak saya, kemudian kepada fakir miskin,: sedangkan dia tidak

mempunyai anak . Ini tidak sah karena tidak dapat diberikan sekarnga

2. Putus di tengah, umpamanya seseorang berkata “ Saya mewakafkan ini

kepada anak-anak saya kepada seseorang yang tidak ditentukan

kemudian kepada orang-orang miskin” Menurut pendapat yang kuat ,

wakaf ini sah. Diberikannya wakaf sesudah tingkatan pertama kepada

tingkatan ketiga

3. Putus akhirnya, umpamanya dia berkata, “ Sya wakafkan ini kepada

beberapa anak A” dengan tidak diterangkannya kepada siapa, Wakaf

semacam ini sah juga menurut pendapat yang mu’tamad, sesudah habis

anak dari si A. Sebagian ulama berpendapat bahwa hasil wakaf diberikan

kepada orang yang paling dekat  hubungan kekerabataannya dengan

orang yang berwakaf, karena sedekah kepada famili lebih utama, tetapi

sebagian ulama yang lain berpendapat diberikan kepada fakir miskin.

14Suparman usman.Hukum perwakafan di Indonesia. Serang, Darul Ulum Press.1999 Hal. 33
15 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo,  Bandung, 2006, hal  343
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5. Perubahan Peruntukan Wakaf

Sebagaimana telah diterangkan di atas, wakaf itu hanya untuk

diambil manfaatnya, barang asalnya tetap, tidak boleh dijual, diwariskan

atau diberikan atau dihibahkan. Sekarang kalau kiranya wakaf itu tidak ada

manfaatnya atau kurang manfaatnya kecuali dengan dijual ? menurut

pendapat yang sah , tidak berhalangan menjual tikar masjid yang sudah

tidak pantas dipakai lagi agar jangan tersia-sia dan hasilnya digunakan

untuk kemaslahatan masjid.16

Dalam Madhab Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat wakaf tak

dapat dipergunakan , wakaf itu boleh dijual, danuangnya dibelikan pada

gantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya. Juga

memindahkan masjid dari satu kampung kekampung lainnya atau dijual

uangnya untuk mendirikan masjid dikampung yang lain kalau kampung

yang lama tidak berkehendak lagi pada masjid. Karena sudah roboh

umpamanya. Hal demikian kalau dipandang sebagai kemaslahatan . Beliau

mengambil alasan perbuatan Umar Bin Khattab yang telah mengganti

masjid Kuffah yang lama menjadi masjid yang baru juga tempatnya beliau

pindahkan sehinggga tempat masjid yang lama menjadi pasar.17

Ibnu taimiyah berkata 18, “Sesungguhnya yang menjadi pokok

disini guna menjaga kemaslahatan . allah menyuruh kita menjalankan

16 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo,  Bandung, 2006, hal 345
17 Ibid, hal 345
18 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal 65
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kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan . Allah telah mengutus utusanNya

guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan,

sebagai mana firman Allah dalam Surat-surat sebagai berikut :

1. Al qur’an Surat Al A’raf ayat 142














Artinya : “dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat)
sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah
malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang
telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada
saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan
perbaikilah[564], dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang
membuat kerusakan".

2. Al Qur'an dalam Surat Hud ayat 88















Artinya “ Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku
mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari
pada-Nya rezki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku
tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku
larang. aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku
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masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan
(pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya
kepada-Nya-lah aku kembali.

3 Al Qur’an dalam surat Al Araf ayat 35










Artinya : “ Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu Rasul-rasul
daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, Maka
Barangsiapa yang bertakwa dan Mengadakan perbaikan, tidaklah ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

6. Sejarah dan Hikmah Wakaf

Sebelum Islam dapatlah dikatakan bahwa di Arabia tidaklah

dikenal lembaga wakaf namun sebenarnya sebelum datang Islam telah ada

institusi yang mirip dengan institusi perwakafan, walaupun tidak memakai

istilah wakaf. Umat Manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang

mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik

pendayagunaan harta benda , yang substansinya tidak jauh dengan batasan

makna wakaf dikalangan umat islam. Hal ini disebabkan oleh pada dasarnya

seluruh umat manusia didunia ini sudah menyembah tuhan melalui ritual

keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka . Hal inilah yang menjadi
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faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatanya

masing-masing.19

Rumah rumah peribadatan yang sudah berdiri sejak jaman dahulu

tersebut, pasti harus didirikan di atas sebuah lahan dan bersifat permanen.

Oleh karena itulah mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian

terhadap kelangsungan agamanya akan dengan sukarela menyumbangkan

tanahnya dan hartanya untuk membangun rumah peribadatan tersebut dan

apa yang mereka lakukan itu secara substansial adalah sama dengan wakaf

dalam islam. Misaalnya pembanguna ka”bah oleh Nabi Ibrahim As lembaga

trust dalam sistem anglo Amerika, dan pemberian harta benda oleh raja

Ramses II di Mesir untuk pembangunan kuil Abidus . 20

Perbedaan antara praktik wakaf yang terjadi sebelum datangnya

islam dan sesudah datangnya islam tersebut diletakkan pada tujuan wakaf

dalam Islam tujuan wakaf adaalah untuk mencari ridho allah swt. Dan untuk

mendekatkan diri kepadanya adapun wakaf sebelum islam sering kali

digunakan sebagai sarana untuk mencari prestise atau kebanggaan.

Peristiwa wakaf pertama dalam riwayat islam dilakukan oleh khalifah Umar

sebagaimana diriwayatkan oleh imam Bukhori. Adapun bunyi haditsnya

dimaksud sebagai berikut :

Sesungguhnya Umar telah mendapaatkan sebidang tanah di

Khaibar Umar bertanya kepada Rasulkullah SAW Apakah pereintah mu

kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini ? Jawab beliau Jika

19 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal 53
20 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal 54
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engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya Umar

mengatakan bahwa umar mengikuti nasihat nabi itu disediakanlah tanhanya

dengan ketentuan tidak boleh dijual pokoknya tidak boleh diwariskan dan

tidak boleh dihibahkan dan sedekah itu diperuntukkan bagi fakir miskin

sanak kerabat untuk memerdekakan budak untuk keperluan sabilillah Ibnu

Sabil dan tamu pengawas harta wakfa dibolehkan makan hasilnya sekedar

yang diperlukan dan boleh juga memberi makan teman sejawatnya tetapi

jangan melampaui batas batas yang pantas . Sesudah wakaf umar tersebut

ini , 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka

dijadikan wakaf pula.21

Pada masa Daulah Bani Umayah dan Bani Abbasiyah wakaf telah

meluas serta memicu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka

jangkauan wakaf pada masa itu tidak hanya terbatas pada penyaluran

kepada kalangan fakir niskin tetapi telah merambah pada pendirian sarana

ibadah tempat-tempat pengungsian perpustakaan dan sarana-saran

pendidikan serta beasiswa untuk para pelajar tenaga pengajar dan orang-

orang yang terlibat didalamnya. Jangkauan wakaf yang semakin luas dan

penting ini kemudian didirikan suatu lembaga khusus yang bergerak

dibidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun

pengelolaannya. Selain itu wakaf yang dahulunya benar-benar menjadi

hukum privat pada perkembangannya membutuhkan campur tangan

pemerintah untuk mengawasi pelaksanannya.

21 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013, hal  54
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Pada masa Daulah Usmaniyah menguasai daratan Arab jangkauan

wakaf telah meluas dan sambutan dari para penguasa dan pemimpin lainnya

mereka mendiriakn lembaga khusus untuk mengawasi wakaf dan menyusun

undang-undang dan peraturan khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf

pemaparan bentuk wakaf dan teknis pendistribusiannya prinsip prinsip yang

terkandung di dalam undang-undang tersebut masih tetapo dipakai oleh

lembaga-lembaga wakaf hingga kini.

Selain itu pada masa Daulah Islamiyah juga telah dibuat peraturan-

peraturan yang memuat tentang pembagian macam-macam tanah, peraturan

transaksi barang dan keuntungan wakaf pembagian-pembagian tersebut

masih terus dipakai sampai sekarang.22

B. Konsep Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004

1. Dasar-dasar Perwakafan

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam

memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat

Islam. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk memposisikan hukum

Islam sebagai bagian dari hukum nasional. 23

Lembaga perwakafan yang dikenal dalam ajaran agama Islam sudah

sering dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum

kemerdekaan. Hal ini tidak aneh karna ditanah air kita dahulu banyak

berdiri kerajaan-kerajaan Islam . Sekalipun ia merupakan lembaga yang

22 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal 55
23 ibid
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berasal daari ajaran agama Islam. Tetapi seolah olah sudah merupakan

kesepakatan diantara para ahli hukum Indonesia, sebab diterimanya lembaga

wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupannya.

Karenanya tidak jarang orang membangun masjid atau pesantren untuk

kepentingan bersama secara bergotong royong .24

Dengan keluarnya UU No 41 th 2004 tentang wakaf, maka telah

terjadi sebuah pembaharuan dibidang perwakafan tanah , dimana persoalan

tentang perwakafan ini telah diatur ditertibkan, diarahkan sedemikian rupa ,

sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan daripada perwakafan

sesuai dengan ajaran Islam . Selanjutnya diharapkan dengan keluarnya UU

tersebut merupakan langkah nyata dalam rangka mewujudkan sistem hukum

nasional.

Didalam UU no 41 tn h 2004 dirumuskan beberapa hal seperti

dasar dasar perwakafan, Pendaftaran dan Pengumuman harta Benda Wakaf,

Perubahan status harta benda wakaf, Pengelolaan dan pengembangangan

harta benda wakaf, Badan wakaf Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf,

Pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan sangsi administratif  bagi

pelanggarana atau penyelewengan wakaf.

Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat

Islam Indonesia dewasa ini  dapat dijumpai dalam Buku III Kompilasi

Hukum Islam dan lebih diperkuat lagi dengan diundangkannya UU No 41 th

2004 tentang wakaf.

24 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal 77
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Lahirnya Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, pengelolaan

dan pengembangan wakaf memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta

dapat menampung perkembangan perwakafan di Tanah Air. Wakaf adalah

salah satu bentuk sumbangsih terhadap masyarakat yang mempunyai

dampak sosial yang turut membatu bagi masyaraka

Adapun wakaf menurut UU. No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan

hukum wakif yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagaian harta

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu

untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Wakaf

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.25

2. Unsur dan Syarat-Syarat wakaf

Menurut UU no 41 th 2004 wakaf dianggap syah apabila

dilaksanakan menurut syariah dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat

dibatalkan. Menurut pasal 6 UU no. 41 Th 2004 Wakaf dilaksanakan

dengan memenuhi unsur (rukun)  wakaf sebagai bewrikut :26

1. Wakif

2. Nadjhir

3. Harta Benda Wakaf

4. Ikrar Wakaf

25 Ismail A. Said , The Power of wakaf, Dompet Dhuafa, jakarta, 2013, hal 6
26 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013, hal 155
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5. Peruntukan harta benda wakaf

6. Jangka waktu wakaf

Dalam ketentuan pasal 7 UU No 41 Th 2004  dinyatakan bahwa

yang dapat menjadi wakif (orang yang yang dapat mewakafkan ) itu dapat

dikategorikan sebagai berikut :

1. Perseorangan,

Wakif perseorangan ini hanya dapat melakukan wakaf apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Dewasa

b. Berakal sehat

c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

d. Pemilik sah harta benda wakaf

2. Organisasi

Wakif organisasi ini hanya dapat melakukan wakaf apabila

memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf

milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang

bersangkutan

3. Badan Hukum

Wakif Badan Hukum ini hanya dapat melakukan wakaf apabila

memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf

milik badan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum yang

bersangkutan
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Pencantuman secara terperinci syarat-syarat menjadi wakif

dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya perbuatan mewakafkan baik

karena faktor intern (cacat atau kurang sempurna cara berfikir) maupun

faktor ekstern karena merasa dipaksa orang lain.

Dalam UU no 41 Th 2004 ini diperkenalkan adanya badan hukum

disamping orang sebvagai wakif , hal ini tidak ditemui secara khusus

dalam pembicaraan kitab fiqh27

Siapa yang diserahi tugas mengelola wakaf disebutkan dalam pasal

9 UU No 41 Th 2004 yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang

diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf yang dikenal

dengan sebutan nadjhir. Dari ketentuan pasal 9 ini nadjhir meliputi

1. Perseorang

2. Organisasi

3. Badan Hukum

Nadjhir perseorangan hanya dapat menjadi nadjhir apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia

b. Neragama Islam

c. Dewasa

d. Amanah

e. Mampu secara jasmani dan rohani

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

27 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013 , hal 82
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Dalam pasal 11 UU no 41 Th 2004 dijelaskan bahwa Nadjhir

mempunyai tugas sebvagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan fungsi ndan peruntukannya

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

4. Melaporkan peklaksanaan tugas kepad Badan wakaf Indonesia

Dalam pasal 12 UU n0 41 th 2004 disebutkan bahwa dalam

melaksanakan tugas nya nadjhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih

atas pengelolaan dan pengembangan  harta benda wakaf yang besarnya

tidak melebihi 10 %

Sedangkan harta benda wakaf menurut pasal 16 UU no 41 th 2004

meliputi harta tidak bergerak seperti tanah daan bangunan dan harta

bergerak meliputi uang, Logam mulua, surat berharga, kendaraan, hak atas

kekayaan intelektual, hak sewa  dan benda bergerak lainnya

3. Akta Ikrar Wakaf

Sehubunagn dengan rukun wakaf yang terakhir yaitu adanya sighat

atau lafadj timbang terima, pelaksanaan wakaf harus diikrarkan  yang

berisikan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah

miliknya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No memor 41 Tahun

2004 tentang wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disingkat

PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk
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membuat akta ikrar wakaf . Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa

PPAIW mempunyai peranan penting dalam tertib administrasi dan kepastian

hukum perbuatan wakaf di Indonesia 28

Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan

tugas dan wewenang yang sah menurut hukum untuk membuat AIW.

Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk

mewakafkan harta benda memiliknya guna dikelolah Nahir (pengelolah

wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam

bentuk “akta”.

Yang dimaksud dengan “akta” tersebut adalah surat yang diberi

tanda tangan,yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau

perikatan,yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.akta

merupakan salah satu alat bukti tertulis(surat) sebagai mana di atur dalam

pasal 138,165,167 HIR;164,285-305 Rbg dan pasal 1867-1894 KUH per.

Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan pasal

1869 KUH per, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga

dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainya.29

Menurut bentuknya,akta dapat dibagi menjadi akta otentis dan akta

dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang di

beri wewenang untuk itu oleh penguasa,menurut ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan,baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

28 UU no 41 th 2004 tentang wakaf
29 HM Attamimy, (ketua tim penyusun), Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW, Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013 hlm 2
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berkepentingan (liat pasal 165 HIR 1868 KUH Per,dan 285 Rbg).akta

dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para

pihak tanpa bantuan dari seoarang pejabat.

Akta mempunyai dua fungsi formil(formalitas causa) dan fungsi

alat bukti(probationis causa).formalitas causa artinya akta berfungsi untuk

lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum,jadi bukan sahnya

perbuatan hukum.dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk

adanya suatu perbuatan hukum,probationis causa berarti akta mempunyai

fungssi sebagai alat bukti,karena sejak awal akta tersebut di buat dengan

sengaja untuk pembuktian di kemudian hari.sifat tertulisnya suatu perjanjian

dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar

dapat digunakan sebagai alat bukti dibukti di kemudian hari.30

Kekuatan pembuktian akta di bedakan menjadi tiga macam:

(1)kekuatan pembuatan lahir (kekuatan pembuktian yang di dasarkan pada

keadaan lahir,apa yang tampak pada lahirnya; acta publica proban sese

ipsa); (2)kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang

peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa

yang di muat dalam akta); (3)kekuatan pembuktian materil (memberikan

kepastian tentang materi suatu akta).

Dalam konteks ini,akta ikrar wakaf (AIW) termasuk dalam

kategori akta otentik karena di buat oleh pejabat yang berwenang yang di

30 HM Attamimy, (ketua tim penyusun), Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013 hlm 3



53

tunjuk oleh mentri agama,baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang

telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 37 peraturan

pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang

nomor 41 tahun 2004 tentang wakafyaitu: , 31

a. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA

dan/atau penjabat yang menyelanggarakan urusan wakaf.

b. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA

dan/atau pejabat lain yang di tunjuk oleh mentri.

c. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga

keuangan syariah paling rendah setingkat seksi LKS yang di tunjuk mentri.

d. ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1),(2) dan ayat (3) tidak

menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW dihadapan notaris.

e. persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh mentri.

Untuk harta benda tidak bergerak,khususnya berupa tanah

pembuatan AIW diserahkan kepada kepala KUA dan/atau pejabat yang

menyelenggarakan urusan wakaf.penyerahan kewenangan membuat AIW

harta benda wakaf tidak bergerak kepada kepala KUA karena dinilai telah

mapan dan berjalan dengan baik sejak pewakafan tanah diatur dalam

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik

berdasarkan peraturan mentri agama Nomor 1 tahun 1978 Tentang

pembuatan AIW oleh kepala KUA. 32

31 UU no.41 tahun 2004
32 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013, hal 81
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4. Perubahan Harta Benda Wakaf

Pada waktu lampau sebelum dikelurakannya peraturan dan

perundang-undangan tentang perwakafan perubahan status tanah tanah yang

diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh nadjhirnya tanpa alasan-alasan

yang meyakinkan. ;-hal demikian ini sudah barang tentu akan menimbulkan

reaksi dalam masyarakat terutama dari mereka yang langsung

berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut . Oleh karena itu dalam

UU No 41 Th 2004 diadakan berbagai pembatasan yang ketat, dan

disamping itu maksud perubahan status harus terlebih dahulu  mendapat ijin

dari Menteri Agama

Menurut pasal 40 UU No 41 th 2004 dinyatakan bahwa harta

benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

a. Dijadikan jaminan

b. Disita

c. Dihibahkan

d. Dijual

e. Diwariskan

f. Ditukar, atau

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
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Dalam pasal 41 UU no 41 th 2004 larangan-larangan perubahan

status harta benda wakaf seabagimana tertuang pada pasal 40 UU No 41 th

2004 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut : 33

a. Apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

berdasartkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah

b. Pelaksanaan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan badan Wakaf

Indonesia

c. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan

pengecualian sebagaimana dimaksud  wajib ditukar dengan harta benda

yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta

benda wakaf semula.

Guna mengubah status dan penggunaan tanah wakaf nadjhir

berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala kantor wilayah

Kementerian Agama c.q Kepala Bidang Urusan agama Islam melalui Kepala

Kantor Urusan Agama dan Kepala  Kantor Kementerian Agama kab/kota.

33 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , sinar Grafika,Jakarta,  2013, hal 95
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